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PERJA&I.IIAN KERJA SAMA

ANTARA 
t

D! T{A,$ PESIG EN DAI.IAN PEN DI,' DU K, KE!.UARGA EEREN GANA,

KEPEI{DUDIIKAIII DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SU MATERA BARAT

DEI\!GAN

DINAS KEARSIPAhI DAN PERPUSTAKAAFT

PROITINSi SUMNTTNR BAMT

NoMoR: 47gl4&9 /DPPKEKP9.5/Vil2018
NOMOR. qlo //158/ pAP -2ot8

TENTANG * . '

PEMAN FAATAN NOMP R I N DU K KEPEI\I DU D U KAN, DATA K EPEN DI.I DU KAN
DAru KARTI' TANDA PENDI'DUK ELEKTRONIK DAI.AM IAYANAN LINGKUP TUGAS

DINAS HEARSIPAN DAN PERPUSTATMAN PROVIN$I SUMATERA EABAT

Pada hari lni $en!n tanggal dua puluh lima Bulan Jun! tahun dua nEhu delapan belas yang
bertanda tangan di bawah ini:

Alamat : Jl. Rasuna Saicl No. Str. Padang
.labatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Ketuarga Bereneana, Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk, Ketuarga
Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang seianjutnya
disebut PIFIAK KESATU

2. trlama : Drs. Alwis
Alamat : Jt. Pramuka V No. 2 Khatib Sulaiman, Padang.
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsisumatera Barat
dalarn hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dalr Perpustakaan Provihsi
Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA"

Ptl{AK KESATU dan PIFIAK KEDIIA yang selanjutnya secara hersamasama disebut
PARA PlFlAK, terlebih dahulu menerangkan Eebagai berikut

1. bahwa Pll'lAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsisumatera Barat dibidang
kependudukan dan pencatatan sipil yang! bertanggung jawab kepada Gubernur provinsl
$umatera Barat;

i2- lrahwa PIF{AP( KEDLA adalah unsur pelaksana Pemerintah Provil'lsi Sumatera Barat dibidang
Kearsipan"dan Perpustakaan serta tugas pemhantuan yang bertanggung jalyab kepada
Gubernur Frovinsl Sumatera tsarat;
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3. bahwa untuk menindaklanjuti lzin Gubernur $umatera Bara! NoTg-'- 
iietseZ/Dpp6BKpS.S/Xt/Zi.OL7 

-Tanggal 
J.4 November 2OL7 tentang Pemanfaatan NlK,

KTplel dan clata Kependudukan atas Surat Kepala Dinas'Kearsipan dan Perpustakaan
provinsi Sumatera Barat Nomor 47O/594/DAP-20L7 Tanggal 30 Oktober 2OL7 perihal

perrnohonan lzin Hak Akses dan Femanfaatan N!K, Data Kependudukan & KTF-el.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

L. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (L3mba.r31

Negara Repub[k lndonesia Tahun 20OO Nomor L24,Tambahan Lembaran Negara Repuhlik

tndonesia Nomor 46741, sebagaimana tetah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2OL3 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 l\!omot 232, Tambahan

I-ernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5475);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2OOO tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO7 lrrtornor 80, Tambahan Lembaran Negara Republitt lndonesia ltlornor 4736)
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah l{ornor tr-02 Tahun 2OL2
(Lemiaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OLZ Nomor 265, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5373);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2OO9 tentang Fenerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasls &lomor lnduk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah
beberapa kati, terakhir dengan Peraturan Presiden l\lornor 112 Tahun 2013 (!-embaran

hlegara Republik lndonesia Tahun 2OJ-3 Nomor 257); '

4. Feraturan Menteri Datam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberlan Hak Alrses serta Pernanfaatan Nomor lnduk
Kependudukan (NlK), Data Kependudukan dan Kartu T'anda Penduduk Elektronik;

5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 51 Tahun 2917 tentang Pemanfaatan Data
Kependudukan Tingkat ProvinSiSumatera Barat; , .!

PARA PIFIAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sarna tentang Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan
Lingkup Tugas Dinas Kearsipan dbn Perpustakaan Provinsi Sun'ratera Earat, dengan ketentuan
sebaga! berikut:

Pasa! tr

Maksud dan Tu.luan

Maksud clan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adatah untuk mengefektifkan fungsi dan peran
PIIRA Pl!'lAK dalam pemanfaatan Nomor lnduk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2.
Ruangl,.ingl(|,rp

Ruang lingkup Per.lanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan :

a. Nomor lnduk Kependudukan (hllK);
b. Data Kependudukan; dan
c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTp-el).

Pasal 3
Fernanfaatan ltomor lnduk Kependudukan, Data Kependudukan dan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
,

Femanfaatan N!K, Data Kependudukan dan KTP-eldalann rangka mengefemifkan:

a- Sinkronisasi data penerima manfaat dengan menggunakan database kependudukan yang
berbasiskan NIK;
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(1)

(2)

b. rnendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NlK, Data

Kependudul<an, dan KTP+I serta penggunaan perangkat pernbaca KTP'el, atas biaya

PIHAK KEDUA.

Fasal 6
.lamgka Walqtu

Perjanjian Kerja Sama inl rnulai berlaku sejak ditandatanganinya Ferjanlian Ke$a $ama ini oleh

PARA pff{AK sarnpai dengan tanggal 25 Juni 2A22 dan dapat dipenpanjang atas persetuiuan

PARA Pfr!.IA}L

Pasal 7
Berakhinnya PerjanJiam Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

a. jangka waktu Perjanjlan Kerja Sama telah selesai; atau
b. atas kesepakatan PARA PIFIAK untuk mengakhir! kerjasama sebelum jangka waktu

Per.lanjian Ker.la Sama berakhir. ,

Fasa! E
Keadaan Memalsa (Farce Majeure)

Apahila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PXI{AK atau keadaan rnernaksa, dapat
dllakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA P!l'lAK.
Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan
pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja
5arnainidanapabilaterjadihal-haldiluarkekuasaanPARAP!HAK,

pasatr g
Penyelmaian Fersellsihan

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIFIAK akan diselesaikan secara
musyawaralr untuk mufakat.
Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (J.) tidak tercapai,
maka akan dlselesaikan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E.*r,."?;:flf3****,
(1) PIHAK KEDUA berkewajiban rnernbuat taporan berkala [ernanfaatan NIK, Data

Kependuclukan dan KTP-el per semester," butan Juni untuk sernester pertama dan bulan
Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU dengan tembusan Direktur
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Gubernur.

(2) PIHAK KESATT melakukan evaluasi pemanfaatan NlK, Data Kependudukan dan KTP-el
secara berkala atas laporan PMAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3.).

(3) Pll{AK KESATI, dapat melakukan evaluasi pernanfaatan lrll!4, Data Kependudukan dan KTP-
el sewaktu-waktu.

(4) Hasil evatuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepaOa Gubernur dengan
tembusan Menteri Dalarn Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan pencatatan
SIpll.

(1)

(2)
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h. Validasi clan verifikasi dalam proses pelayanan dalam lingkup layanan PIHAK KEDUA

dengan menggunakan NlK, Data Kependudukan dan KTP-el; dan

c. Perencanaan program kegiatan PIHAK KEDI,A dengan menggunakan data agregat
kependudukan i

Fasai 4
ewa,liban PARA PIHAK

(1) PIFIA,K KESATU mempunyai kewajiban untuk:
a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan kepada PIHAK KEDUA

berupa nornor KK, NlK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tang$a/bulan/tahun
Iahir, agama/kepercayaan, status. perkawinan, status hubungan dalam keltrarga,
pendidikan terakhir, jenis pekerjaan dan alamat kepada PIHAK IffiDUA;

b. menyediakan jaringan komunikasi data untuk I (satu) titik jaringan berbaiiskan Virtual
Private Network (VPN) lP melalui fasilitasi dan koordlnasi dengan Dinas Komunikasi dan
!nformatika Provinsi Sumatera Barat;

c. memberikan User ID kepada Pll{AK KEDUA yang pengelolaarrnya menjadi tanggung
jawab PIHAK KEDUA;

d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan telrnis implementasi pemanfaatan
I{lK, Data Kependudukan, dan KTP-elatas biaya PIHAK KEDUA.

(?) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk
a. mencanturnkan NIK yang sudah dijamln keMnggalannya dalanr dokumen yang

diterbitkan PIHAK KEDIJA;
b. memberikan hak akses secara terbatas data dari dokumen yaniJ dihasilkan sebagai

data batikan, guna melengkapi database kependudukari rnilik FII-|AK KESATU;
c. bertanggun$ jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang ciiakses

dari PIFIAK KESATU;
d. memberlkan layanan berbasiskan KTp-el;
e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi

yang diberikan PIHAK KESATU beserta Kartu secure access module;
t. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan

pendampingan teknis implementasipemanfaatan NlK, Data Kependudukan, dan KTP-el;g. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-et melalui media cetak dan/atau elektronik;
dan

h. menjamin kerahaslaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya
penyimpanan data kependudukan yang telah dlakses dari Pl!-lAK KESATU walaupun
jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 5
HaK PARA P!&!AK

(1) PIF|AK KESATU mempunyaihak untuk:
a. mengawasi pelaksanaan kewajiban plFlAK KEDUA;
b. mendapatkan data balikan atas data kependudukannya ielah diberikan FIHAK KESATu

berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna rnelengkapi datababe kependudukan; dan
c- mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran clata yang diterima dan

diakses PIHAK KEDUA, walaupun jangka waktu Perjanjian f<erja Sima ini tetah
berakhir.

(2) Pll{AK KEDUA mempunyai hak untuk:
a' mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan herupa nomor KK, NlK,nama" lengkap, jenis kelamin, tempat lahlr, tanggal/bulan/tahun lahil

agama/ kepercayaa n, status perkawin a n, status h u bu nga n Oala m' ketua rga, pendid i ka n
terakhir,.!enis peker.laan dan aramat dari FIHAK KE$ATU; dan
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(1)

(2)

(3)

Pasal i.1
Lain-!-ain

Daiam hal dipertukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjh

Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PAftfi PIHAK.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiuangkan daiai'n Adendirm yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sarna ini.

Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Tenis.

PasalL2 r

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi
materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA

P!hIAK.

PIHAK I{ESAru,;I

-&4H. Novrial, S.E., M.A", Ak"t.
NrP.19661105 199403 I O05 L982lo L002
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